SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 313 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN

KESEHATAN HEWAN, TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN

2ENGUJIAN MUTU HASIL PETERNAKAN

DEENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUFR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 1z
Tahun 2C14 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2,
Peraturar: Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tate
Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu, menetapkar.
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerje
Pusat Petayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujiar.
Mutu Hasil Peternakan;

Mengingat : 1.

2

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelclaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undanig-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daeral Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatiar
Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

UndanQ-—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan,;

Peraturari Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangar dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusarn ~emerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kolta;

"5
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan,

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian
Zoonosis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2C11;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Rekomandasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke
Dalam dan Dari Wilayah Republik Indonesia;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang

Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Rabies.fdi Daerah;



Menetapkan:

28. Peraturar  Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan
Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

29. Peraturar Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan
Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas;

31. Peraturari Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan
Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 lentang Pengendalian,
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;

33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

34. Peraturar. Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN,
TEKNOLOGI PETERNAKAN DAN  PENGUJIAN  MUTU  HASIL

PETERNAKAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Guberrur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Pangelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Kelattan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah ¥husus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi RPeternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Ferangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atatl Subordinat SKPD.

Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Mikrobiologi dan

Biomolekuler adalah Pengujian Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Pengujian - <esehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Fisikokimiawi
adalah Pengujian Pusat Pelayanan Kesehaten Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Pengujian Diagnostik adalah Pengujian Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) adalah Pusat Kesehatan Hewan

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan.

Teknologl Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk Hewan adalah
pelaksana kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi
peternakan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangka. oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Nzgeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
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Pegawai Pamerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan
hewan, pergobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian
dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik
reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan
serta keamanan pakan.

Kesehatan Viasyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung ataupun tidak
langsung mampengaruhi kesehatan manusia.

Hewan adaiah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
di habitatnya.

Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih
segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,
farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan ‘ain bagi pemenuhan
kebutuhan kemaslahatan manusia.

Penyakit Hawan adalah gangguan kesehatan psda hewan antara lain
disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme,
trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen
seperti virus, bakteri, cendawan dan ricketsia.

Zoonosis adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau
sebaliknya.

Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,
berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan
secara periodik untuk menetapkan status, situasi, distribusi dan tingkat
prevalensi/insidensi penyakit hewan.

Penyidikan' Penyakit Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Otoritas Veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan,

mengetahu' interaksi antara penyebab penyakit dengan induk semang
(hospes) dan lingkungan.

Observasi adalah tindakan pengamatan terhadagc hewan penular rabies
(HPR) di sLatu tempat tertentu selama 14 (empat belas) hari.

Nekropsi (hedah bangkai) adalah tindakan lanjutan dari diagnosa Klinis
untuk meneguhkan hasil diagnosa.

Adopsi hewan adalah proses mengambil alih perawatan dan tanggung
jawab dalam memelihara seekor hewan yang ditelantarkan, dibuang, tidak
lagi diinginkan dan tidak bisa dirawat lagi oleh pemilik sebelumnya atau
hewan yang telah diselamatkan.

Eliminasi adalah tindakan pemusnahan melalui obat-obatan tertentu untuk
mengendalikan populasi hewan penular rabies.

Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam
alat reprodisksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan
menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ‘@rnak bunting.



36.

Kemajiran adalah suatu keadaan vyang ditandai dengan terjadinya
gangguan proses reproduksi yang disebabkan oleh 1 (satu) atau banyak
faktor yang dapat terjadi baik pada ternak jantan maupun betina.

BAB 1l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

(1)

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pengelolaan
pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Teknologi Piternakan.

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepaaca Kepala Dinas.

Pasal 4

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Teknologi Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknclogi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

d. pelaksianaan kegiatan pemeriksaan diagnostik laboratoris terhadap
bahan/spesimen hewan;
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. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan

dan di tempat pengguna jasa;

pelaksanaan surveilans, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;

. pelaksanzan pelayanan observasi rabies;

pelaksanaan adopsi dan eliminisasi hewan penular rabies;

. pelaksanaan pemeriksaan kemajiran dan gangguan reproduksi;

pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

pelaksanaan pengujian mutu dan pengolahan produk hewan secara
mikrokiologi, biomolekuler, fisik dan kimiawi;

. pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi peternakan;
.pelaksanaan pelayanan teknologi reproduksi ternak (inseminasi buatan,

pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknik reproduksi);

. pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan limbah peternakan:

. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan teknologi produksi peternakan;

. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan Kkalibrasi

peralatan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

. pelaksanaan aplikasi dan bimbingan teknis ksterampilan kesehatan

hewan, kzsehatan masyarakat veteriner dan teknologi peternakan;

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

pelaksanzan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam pelayanan teknis di bidang

kesehaten hewan, teknologi peternakan dan pengujian mutu hasil
peternakan;

pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknoiogi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peterinakan;

. pengelol2an ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

pengelolaan kearsipan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dar Pengujian Mutu Hasil
Peterrrakan; dan

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujizn Mutu Hasil Peternakan.



BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan :Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan, terdiri dari :

a. Kepala Pusat;
b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

d. Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan
Produk Hewan; dan

e. Subkelornpok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susiunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala Pusat
Pasal 6
Kepala Pusat mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu

Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana serta
Subkelompaok Jabatan Fungsional;

c. melaksanalan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan; dan

d. melaporkar dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaari

administrasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Penguijian Mutu Hasil Peternakan.



(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

d.

menyusur bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat lPe!ayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan

Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Has:| Peternakan;

; menyu:’éun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Has | Peternakan;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Pelayarnan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternskan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Peiayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan
sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusa: Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan;

menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan,

memelihera keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamanan kantor Pusat Pelayanan Keseha:an Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakar;

. melaksar akan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan;

. melaksarakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan. Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan;

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakar-; dan

melaperkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagien Tata Usaha.
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Bagian Keempat
Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan
Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dalam

pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan pengujian mutu hasil
peternakan.

(2) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala SatLan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

(5) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan mempunyai tugas :

a. meny'usun bahan rencana strategis dan rencarna kerja dan anggaran
Pusat . IPelayanan Kesehatan Hewan, Teknclogi Peternakan dan
Penguijian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat [Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. menyisun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hesil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan eliminasi hewan yang berbahaya bagi kesehatan dan
kehidupan manusia dan hewan;

e. melaksznakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan
hewan can pengujian mutu hasil peternakan;

f. mengembangkan teknologi pemeriksaan kesehatan hewan dan
pengujian mutu hasil peternakan;

g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan,
taman tarnak dan tempat pengguna jasa, berupa pemeriksaan Klinis,

penceganan dan penyembuhan penyakit hewan termasuk rawat inap
(Puskeswan),

h. melaksenakan pemeriksaan kemajiran dan gangguan reproduksi pade
ternak besar,;

i. melaksenakan pelayanan observasi terhadagp hewan yang diduga
terkena penyakit rabies di rumah observasi rabie:s;

j.  melaksanakan kegiatan proses penerbiten  Surat Keterangan
Kesehatan Hewan:

k. melaksanakan pelayanan penitipan hewan;



(1)

(2)

(3)

(4)
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l.  melaksanakan penampungan hewan rentan rabies;

m. melaksanakan penyaluran (adopsi) hewan rentan rabies yang sehat
kepada masyarakat yang membutuhkannya;

n. melaksanakan pemusnahan bangkai hewan;

0. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit;

p. melaksanakan uji banding dan profisiensi kegiatan sistem mutu;
q

melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris terhadap produk hewan
dan diagnosa terhadap bahan/spesimen hewan;

r.  melaksanakan nekropsi hewan;
s. melaksanakan penyidikan penyakit hewan;

t. melaksenakan monitoring secara laboratoris (surveilans) penyakit
hewan can produk hewan;

u. melaksanakan pemetaan penyakit hewan menular,;

v. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi
inventaris Laboratorium;

w. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi
masyarakat dan pelajar/mahasiswa;

x. melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan higienis sarana penyimpanan,

pengangkutan dan penjualan produk hewan secara mikrobiologi dan
biomolekuler;

y. melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba dan
residu entibiotika;

z. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pemalsuan
dan caripuran produk hewan secara fisik dan kimiawi;

aa. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap produk
pangan yang dicurigai berasal dari hewan mati/bangkai; dan

ab. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Kesehatan Hewan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan
Pengolahan Produk Hewan

Pasal 9

Satuan Felaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan me-upakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dalam
pelaksanaan kegiatan pengembangan dan bimbingan keterampilan
teknologi paternakan dan pengolahan produk hewan.

Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Kepala Saiuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

Kepala Safuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan dibe-hentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
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(5) Satuan Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk

Hewan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

d. melaksanakan kaji terap, percontohan dan aplikasi teknologi pakan
ternak dan reproduksi ternak di taman ternak Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanan Pangan;

e. melaksanakan  pemeliharaan dan  perawatan  hewan/ternak
percontohan di taman ternak Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan:

f. melaksanakan pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak di taman
ternak Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

g. melaksanakan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan
dan asictensi reproduksi ternak pada sapi perah dan kambing/domba;

h. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi
masyare kat dan pelajar/mahasiswa;

i. melaksenakan seleksi bibit ternak dan produksi nasil ternak;

j. melaksenakan bimbingan ketrampilan dan aplikasi teknologi
peternakan, teknologi pengolahan hasil dan limbah peternakan;

k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan presarana dan sarana kaji
terap. splikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan serta

bimbingan keterampilan teknologi pengolahan hasil ternak dan limbah
peternakan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Teknologi Produksi Peternakan dan Pengolahan Produk
Hewan.

Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Fungsional .
Pasal 10

Pusat Pelayvanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian

Mutu Hasil Peternakan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
Fungsional.

Pejabat FFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas da:am susunan organisasi struktural Pusal Felayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan.

Pasal 11

Dalam rangka mengembangkan profesi’keahlian/kompetensi pejabat
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Kelautan. f ertanian dan Ketahanan Pangan.
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(2) Subkelompck Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat
fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari
pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON
Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
Struktural Eselon Il A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusal Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan wajib
taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKFD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan

Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasi!
Peternakar.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kzpala Satuan Pelaksana,
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan
Kesehatan H=wan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil
Peternakan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengar
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Petarnakan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan,
memberikain  bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
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(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan wajib mengikuti dan memaluhi perintah kedinasan

atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan
Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Fengujian Mutu Hasil
Peternakan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Pelavanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian
Mutu Hasil Peternakan, wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan vang menerima laporan sebagaimana dirmaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi
Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai bagian dari
pembinaar kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 19
(1) Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan
dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan merupakan merupakan Pegawai

Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(2) Pengelojaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.
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(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan
Pengujian Mutu Hasil Peternakan mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Psternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Pelayanan IKesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu
Hasil Peterrakan merupakan pendapatan Daerah.

(2) Pengelélaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuangan negara/daerah.

BAB X
ASET
Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan,
Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai
prasarana dan sarana Kerja merupakan aset Daerah dengan status
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaarn aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-andangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan

peraturan  perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bantuk pemberian, hibah
atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
Daerah.

(2) Penerimean barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutrya dilaporkan kepada
Gubernur rmelalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PFP'KD) sekaligus Bendahara Umum Dzerah (BUD) untuk dicatat
dalam daftar Barang Milik Daerah.



16

BAB X
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 24

(1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Petarnakan dan Pengujiar
Mutu Hasil Peternakan menyusun dan menyamgai<an laporan berkala

tahunan,” samester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Kepala Dinas.

(2) Laporan sshiagaimana dimaksud pada ayat (1), antaia lenn meliputi laporan :

kepeguawaian;
keuangan;
-kinerjé:

barang:

akuntabi iias; dan

-~ 0 a0 T D

kegiatan
Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknolog
Peternakan dern Pengujian Mutu Hasil Peternakan 1mengembangkan sisterr
pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB Xl
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknolog!
Peternakan da1 Pengujian Mutu Hasil Peternakan dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat pzngawasan intern pemerintah.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Formasi Jaba:an dan kebutuhan peralatan kerja :iatur/ditetapkan dengan
Peraturan Guternur/Keputusan Gubernur tersendiri, s.c:suai dengan kebutuhan,
kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
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BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturar Gubernur Nomor 113 Tahun 201G tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatén Masyarakat Veteriner,

b. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Hewan can lkan; dan

c. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2010 . tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Teknologi Produsi dan Pengolahan Hasil
Peternakzn;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

' Pasal 29
Peraturan Cubarnur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan pe~gundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROYINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI! T. PURNAMA

YJiundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

»=KRETARIS DAERAH FPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAZFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
"AHUN 2014 NOMOR 62180

Salinan sesua: dengan aslinya
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